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Abstraksi
BMT termasuk salah satu dari LKS yang sedang berkembang di
kalangan masyarakat menengah ke bawah bahkan pada golongan
masyarakat  menengah ke atas. Layanan/jasa BMT seringkali
digunakan dan banyak diakses oleh masyarakat kecil yang
membutuhkan dana untuk menjalankan suatu usaha (modal kerja),
di mana BMT berperan sebagai mitra usaha dengan pembagian bagi
hasil atau margin atau mark-up yang proporsional.
Di dalam proses melakuakan pembiayaan mudharabah terdapat
resiko-risiko yang harus ditangani oleh BMT AN-Nawawi Berjan
Purworejo diantaranya adalah bussines risk, unusual bussines risk,
disaster risk. Padahal BMT An-Nawawi Berjan Purworejo produk
mudharabah adalah produk unggulan, hal ini dapat diatasi dengan
jalan menentukan syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi oleh
nasabah sebagai pengelola dana mudharabah. Pembiayaan
bermasalah merupakan salah satu risiko besar yang ada di setiap
dunia perbankan baik pada bank umum, bank syariah maupun pada
BMT sekalipun tidak dapat terhindar dari risiko pembiayaan
bermasalah. BMT An-Nawawi Berjan Purworejo tetap bisa mampu
meyelesaikan masalah.
Kerja sama, baik dalam Mudharabah adalah sesuatu yang sangat
dianjurkan dalam Islam agar kita dapat saling membantu dalam
menanggung risiko usaha tentu yang sesuai dengan syariah.
Mudharabah yang termasuk salah satu jenis Kerjasama, yang saat
ini memiliki banyak kendala dalam perkembangannya sehingga
shahibul mal/bank enggan memakai skema kontrak ini.
Kata Kunci: BMT, Mudharabah, BMT AN-Nawawi
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A. Pendahuluan
Baitul mal wa Tamwil atau disingkat BMT sepanjang
tahun senantiasa menunjukkan kinerja yang cukup besar dari
aspek kuantitas, konstribusi dalam penyerapan tenaga kerja
hingga dalam pendapatan domestik bruto, sehingga strategi
pemberdayaan masyarakat melalui penumbuhkembangan
keswadayaan dan kelembagaan sosial ekonomi yang dapat
menjangkau dan melayani lebih banyak unit usaha mayarakat
yang tidak mungkin dijangkau langsung oleh perbankan umum
maupun perbankan syariah. Oleh karenanya, hal ini semestinya
dikembangkan secara sistematis simultan.
BMT termasuk salah satu dari LKS yang sedang
berkembang di kalangan masyarakat menengah ke bawah
bahkan pada golongan masyarakat  menengah ke atas.
Layanan/jasa BMT seringkali digunakan dan banyak diakses
oleh masyarakat kecil yang membutuhkan dana untuk
menjalankan suatu usaha (modal kerja), di mana BMT berperan
sebagai mitra usaha dengan pembagian bagi hasil atau margin
atau mark-up yang proporsional.
BMT memiliki keunggulan, yaitu kemudahan dan
fleksibilitas dalam mengajukan pembiayaan serta pemberian
bagi hasil investasi mudharabah yang sangat kompititif.
Sebagaimana layaknya lembaga keuangan pada umumnya,
selain fungsi social oriented, BMT juga berfungsi menghasilkan
keuntungan (profit oriented).
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Namun disisi lain BMT belum mampu berfungsi secara
optimal sebagai Pembiayaan Konsumen. Hal ini dipengaruhi
oleh berbagai sebab antara lain: pengelolaan BMT ditangani
oleh orang-orang yang tidak professional, walaupun profesional
masih bermental individualis, tidak berorientasi kepada
kepentingan bersama untuk kesejahteraan bersama. Pembinaan
dan pengawasan BMT lebih menekan pada keberadaannya,
tidak kepada pemanfaatan modal usaha dan budaya usaha.
Apabila BMT mulai mampu menghimpun modal dalam jumlah
yang cukup besar, maka ada kecenderungan untuk korupsi,
dengan memanfaatkan modal BMT untuk perusahaan pribadi.
Setiap hari kita akan menghadapi resiko, baik itu risiko
perorangan (manusia) ataupun risiko suatu perusahaan. Risiko
dapat dikatakan merupakan akibat (atau deviasi realisasi dari
rencana) yang mungkin terjadi secara tak diduga. Meskipun
suatu aktivitas perusahaan telah direncanakan sebaik mungkin,
namun tetap saja mengandung ketidakpastian bahwa nanti akan
berjalan sepenuhnya sesuai dengan rencana itu. Oleh karena itu,
orang berusaha melindungi diri atau mengantisipasi atau
meminimalisir risiko itu dengan menyediakan beberapa tindakan
alternatif untuk menghadapi ketidakpastian itu. Agar risiko tidak
menghalangi kegiataan perusahaan, maka seharusnya risiko itu
dikelola dengan sebaik-baiknya. Demikian juga terhadap suatu
perusahaan, termasuk dalam hal ini BMT.
Dalam operasional BMT, kita mengenal pembiayaan
dengan sistem bagi hasil yakni musyarakah dan mudharabah.
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Pada produk pembiayaan mudharabah yang berciri khas
kepercayaan, maka produk ini memiliki risiko yang sangat
tinggi yaitu risiko assymetric information (BMT tidak
mengetahui informasi yang sebenarnya mengenai perputaran
pembiayaan yang diberikan dan besarnya laba yang dihasilkan
dari pembiayaan tersebut) dan adanya penyimpangan-
penyimpangan atas pembiayaan yang nasabah terima serta
pemberian informasi yang salah pada BMT mengenai usaha
yang dijalakan sehingga menguntungkan mudharib dan
merugikan shahibul mal. Karena itu setiap BMT harus punya
jurus jitu dalam menangani segala risiko yang bisa terjadi dalam
pembiayaan mudharabah.
Kebutuhan masyarakat yang bervariasi menggugah dunia
perbankan terutama BMT menjadi solusi bagi masyarkat dengan
salah satu produk BMT itu sendiri salah satunya adalah
pembiayaan. BMT dalam memberikan pembiayaan kepada
nasabah tidak serta merta menyetujui, diperlukan analisis yang
sangat tajam guna menghindari resiko-risiko yang mungkin
terjadi. Analisis pembiayaan merupakan langkah penting untuk
realisasi pembiayaan di BMT. Analisis ini dimaksudkan untuk
menilai kelayakan usaha calon peminjam, menekan risiko akibat
tidak terbayarnya pembiayaan, menghitung kebutuhan
pembiayaan yang layak.
Dalam dunia perbankan kita mengenal 5 (lima) prinsip
analisis pembiayaan yaitu; Character, Capacity, Capital,
Collateral, Conditional. Dalam dunia perbankan 5 (lima) prinsip
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analisis tersebut belumlah cukup. Masih harus memperhatikan
sifat amanah, kejujuran, dan kepercayaan dari setiap nasabah.
Pengelolaan risiko adalah suatu cara atau pengambilan
keputusan yang rasional dalam keseluruhan proses penanganan
risiko untuk mengendalikan tingkat risiko yang dialami BMT.
Pengelolaan risiko ini juga merupakan bagian dari prinsip
kehati-hatian BMT dalam menjaga amanah yang diberikan
nasabah kepada BMT.
Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan yang
sedikit digunakan oleh bank-bank lain karena proses dan
prakteknya lebih sulit dibanding dengan pembiayaan yang
lainnya. Mudharabah juga mempunyai tingkat risiko yang lebih
besar dibandingkan dengan akad pembiayaan lainnya yaitu
dapat mengakibatkan bank jatuh bangkrut, untuk itu perlu di
persiapkan dan di laksanakan langkah-langkah yang tepat untuk
dapat menekan risiko yang akan terjadi, demikian kondisi yang
ada dalam pembiayaan mudharabah.
Dan yang lebih penting adalah bagaimana kita mengatur
dan mengendalikan pengelolaan pembiayaan mudharabah
dengan seksama dan penuh ketelitian yaitu dengan cara
mengenali dan mengendalikan resikonya. Menurut Ibu Titi
Ariyanti, bahwa 70% transaksi pembiayaan yang ada di BMT
An-Nawawi Berjan Purworejo dengan menggunakan
mudharabah, hal ini sangat berisiko tinggi125.  Dalam hemat
125 Wawancara dengan Titi Ariyanti di BMT Berjan Purworejo, tanggal
4 Januari 2015
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penulis ada beberapa hal yang menarik berkaitan dengan
pengelolaan risiko mudharabah, khususnya di BMT ini.
Tulisan ini bertujuan untuk mengetahui aplikasi
pembiayaan mudharabah di bmt an-nawawi berjan purworejo,
mengetahui cara BMT An-Nawawi Berjan Purworejo mengelola
risiko pembiayaan mudharabah, mengetahui pengelolaan risiko
yang diterapkan BMT An-Nawawi berjan purworejo dalam
perspektif hukum bisnis syariah.
B. Mudharabah
1. Pengertian Mudharabah
Mudharabah diambil dari kata dharb yang secara
etimologis bermakna memukul atau berjalan.126 Sementara
secara konseptual, istilah mudharabah berarti, akad kerja sama
usaha antara dua pihak dimana pihak pertama menyediakan
seluruh modal (100 %) dan pihak kedua menjadi pengelola.
Keuntungan usaha secara mudharabah ini kemudian dibagi
berdasarkan kesepakatan yang dituangkan dalam ikatan kontrak.
Bila kemudian ada kerugian, maka itu ditanggung oleh pemilik
modal selama kerugian itu bukan akibat dari kelalaian si
pengelola. Namun jika kerugian itu diakibatkan karena
kecurangan atau kelalaian pihak pengalola, maka si pengelolalah
yang harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.
Jika merujuk dengan prinsip persamaan dan kesetaraan
yang menyatakan bahwa, hubungan mu’amalah dilakukan untuk
126 Muhammad syafi’i Antonio, bank syariah dari teori ke praktik,
Jakarta: Gema Insani 2011, hlm 95.
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memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seringkali terjadi bahwa
seseorang memiliki kelebihan dari yang lainnya. Oleh karena itu
sesama manusia masing-masing memiliki kelebihan dan
kekurangan. Maka antara manusia yang satu dengan yang lain,
hendaknya saling melengkapi atas kekurangan yang lain dari
kelebihan yang dimilikinya. Dalam melakukan kontrak para
pihak menentukan hak dan kewajiban masing-masing
didasarkan pada asas persamaan dan kesetaraan.  Tidak
diperbolehkan terdapat kezaliman yang dilakukan dalam kontrak
tersebut. Sehingga tidak diperbolehkan membeda-bedakan
manusia berdasar perbedaan warna kulit, agama, adat dan ras.
Dalam Q.S. al-Hujurat (49): 13
 ْمُكاَنْلَعَجَو ىَثُنأَو ٍرََكذ نِّم مُكاَنْقَلَخ اَّنِإ ُساَّنلا اَهـَُّيأ َاي اوُفَراَعَـِتل َلِئاَبَـقَو ًابوُعُش
 ٌيرِبَخ ٌميِلَع َهَّللا َّنِإ ْمُكاَقْـَتأ ِهَّللا َدنِع ْمُكَمَرْكَأ َّنِإ
Artinya ; “Hai manusia, Sesungguhnya Kami
menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang
perempuan dan menjadikan kamu berbangsa - bangsa dan
bersuku-suku supaya kamu saling kenal-mengenal.
Sesungguhnya orang yang paling mulia diantara kamu disisi
Allah ialah orang yang paling taqwa diantara kamu.
Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi Maha
Mengenal”.127
2. Macam-Macam Mudharabah
127 Depertemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Menteri
Agama, 2008), hlm. 847.
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Secara umum, mudharabah terbagi menjadi dua jenis:
mudharabah mutlaqah dan mudharabah muqayadah.
a. Mudharabah Muthlaqah.
Yang dimaksud dengan transaksi mudharabah
mutlaqah adalah bentuk kerja sama antara sahibul maal
dan mudharib yang cakupanya sangat luas dan tidak
dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu, dan daerah
bisnis. Dalam pengaplikasianya di perbankan bisa
diterangkan di bawah ini:
1) Tidak ada pembatasan bagi BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo mempergunakan dana yang dihimpun.
2) BMT An-Nawawi Berjan Purworejo wajib
menginformasikan nisbah dan tata cara serta risiko &
keuntungan, kesepakatan tersebut harus tercantum
pada akad.
3) Untuk bukti penyimpanan dapat berupa buku
(tabungan dan bilyet (deposito).
4) Tabungan dapat diambil setiap saat, tetapi tidak boleh
mengalami saldo negative.
5) Deposito hanya dapat dicairkan sesuai dengan jangka
waktu yang disepakati.
6) Deposito yang diperpanjang setelah jatuh tempo akan
diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi bila
pada akad sudah dicantumkan, maka tidak diperlukan
akad baru.
b. Mudharabah Muqayyadah
127An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni 2018
Mudharabah muqayadah atau disebut juga dengan
istilah restricted Mudharabah/specified mudharabah
adalah kebalikan dari mudharabah mutlaqah. Si mudharib
dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu, atau tempat
usaha. Dan dalm perbankan mudharabah ini di bagi
menjadi 2 jenis yaitu:
1) Mudharabah Muqayyadah On Balance Sheet.
a) Merupakan simpanan khusus (restricted
investment).
b) Pemilik dana menetapkan syarat tertentu yang
harus dipatuhi BMT (misalnya syarat untuk bisnis,
akad atau nasabah tertentu).
c) BMT wajib menginformasikan nisbah dan tata cara
serta risiko & keuntungan, kesepakatan tersebut
harus tercantum pada akad.
d) BMT wajib menerbitkan bukti simpanan khusus
dan wajib memisahkan dana dari rekening lainnya.
2) Mudharabah Muqayyadah Off Balance Sheet.
a) Penyaluran dana mudharabah langsung kepada
pelaksana usaha.
b) BMT bertindak sebagai perantara.
c) Pemilik dana dapat menetapkan syarat-syarat
tertentu yang harus dipatuhi BMT dalam mencari
kegiatan usaha yang akan dibiayai.
d) Bukti penyimpanan berupa bukti simpanan khusus.
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e) BMT wajib memisahkan dana dari rekening
lainnya.
f) Dicatat pada pos tersendiri dalam rekening
administrative.
g) Dana simpanan khusus harus disalurkan secara
langsung kepada pihak yang diamanatkan pemilik
dana.
h) BMT menerima komisi, sementara antara pemilik
dana dan pelaksana usaha berlaku nisbah bagi
hasil.
3. Rukun mudharabah
Rukun mudharabah ada 4 macam yaitu:
a. Pelaku atau pemilik modal atau pelaksana usaha. Jelaslah
bahwa rukun dalam akad mudharabah sama dengan akad
jual beli ditambah satu faktor tambahan yakni nisbah atu
keuntungan.minaimal haarus ada dua pelaku,pihak ertama
segai pemilik modal atau shohibul mall,dan pik ke dua
bertindak sebagai pelaksana usaha atau mudharib.
b. Objek mudharabah atau modal dan kerja. Objek
merupakan konskuensi logis dari tindakan yang dilakukan
oleh para pelaku,pemilik modal menyerahakan modalnya
sebagai objek mudharabah, sedangkan pelaksana usaha
menyerahkan kerjanya sebagai objek mudharabah. Modal
yang diserahkan bisa bebentuk uang ataupun barang yang
dirinci berapa nilai uangnya, sedangkan kerja yang
diserahkan bisa berbentuk keahlian, ketrampilan ataupun
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skill atau management skill tanpa dua objek ini akad
mudharabah tidak akan bisa dliakukan.
c. Persetujuan dua belah pihak ijab dan qobul. Yaitu
persetujuan kedua belah pihak merupakan konsekuensi
dari prinsip an-tharidin minkum (sama-sama rela) disini ke
dua belah pihak harus sama sama rela bersepakat untuk
mengikatkan diri dalam akad mudharabah.
d. Nisbah atau keuntungan. Nisbah atau keuntungan dari
mudharabah adalah rukun yang khas dalam akad
mudharabah, yang tidak ada dalam akad jual beli. Nisbah
disini mencerminkan imbalan yang berhak diterima oleh
kedua belah pihak atas partisipasinya dalam akad
mudharabah itu.
4. Dasar Hukum
Secara umum, landasan dasar syariah al mudharabah
lebih mencerminkan anjuran untuk melakukan usaha. Hal ini
tampak dalam ayat-ayat dan hadist berikut ini.
a. Al-Quran
  َهَّللٱ اوُرُْكذٱَو ِهَّللٱ ِلْضَف نِم اوُغَـتْـبٱَو ِضْرَْلأٱ ِفى اوُرِشَتنَٱف ُةٰوَلَّصلٱ ِتَيِضُق اَذَِإف
 َنوُحِلْفُـت ْم ُكَّلَعَّل ًايرِثَك
Artinya “ apabila telah ditunaikan shalat, Maka
bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia
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Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu
beruntung”(QS. Al-Jumu’ah: 10)128
b. Al-Hadist
"Adalah tuan kami Abbas bin Abdul Muthallib, jika
menyerahkan hartasebagai mudharabah, ia mensyaratkan
kepada mudharib-Nya agar tidak mengarungi lautan dan
tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hewan ternak.
Jika persyaratan itu dilanggar, ia (mudharib) harus
menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan
Abbas itu didengar Rasulullah saw., maka beliau
membenarkannya." (HR Thabrani)
"Nabi saw. bersabda, ada tiga hal yang
mengandung berkah: jual beli tidak secara tunai,
muqaradhah (mudharabah), dan mencampur gandum dengan
jewawut untuk keperluan rumah tangga, buka untuk dijual."
(HR Ibnu Majah no. 2280, kitab at-Tijarah).
c. Ijma’
Imam Zailai129 telah menyatakan bahwa para
sahabat telah berkonsensus terhadap legitimasi pengolahan
harta yatim secara mudhrabah. Kesepakatan para sahabat ini
sejalan dengan sepirit hadist yang dikutip Abu Ubaid.130
128 Ibid, hlm. 933
129 Nasbu al-Rayah IV, seperti yang dikutip Muhammad Syafi’i
Antonio, Bank Syariah dari Teori Kepraktik, Jakarta: Gema Insani 2011, hlm 96
130 Kitab al-Amwal seperti yang dikutip Muhammad syafi’I Antonio,
Bank Syariah dari Teori ke Praktik, Jakarta: Gema Insani 2011, hlm 96.
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C. Risiko
Kata risiko berasal dari bahasa inggris “risk”, yang
artinya berarti ketidakpastian dari pada kerugian (uncertainly of
loss).131 Bisnis lembaga keuangan baik itu konvensional ataupun
syariah akan berhadapan dengan berbagai jenis risiko. Risiko
lembaga keuangan syariah diantaranya adalah sebagai berikut :
a. Risiko Modal (capital risk)
Risiko yang berhubungan dengan lembaga keuangan
adalah risiko modal (capital risk) yang merefleksikan tingkat
leverage yang dipakai oleh bank. Salah satu fungsi modal
adalah melindungi para penyimpan dana terhadap kerugian
yang terjadi pada bank. Risiko modal berkaitan dengan
kualitas aset. Lembaga keuangan yang menggunakan
sebagian besar dananya untuk mendanai aset yang berisiko
perlu memiliki modal penyangga yang besar untuk sandaran
bila kinerja aset-aset itu tidak baik.132
b. Risiko Kredit/ Pembiayaan
Resiko kredit muncul jika bank/lembaga keuangan
tidak bisa memperoleh kembali  cicilan pokok dan atau bunga
dari pinjaman yang diberikannya atau investasi yang sedang
dilakukannya. Hal ini terjadi sebagai akibat terlalu mudahnya
lembaga keuangan memberikan pinjaman atau melakukan
investasi karena dituntut untuk memanfaatkan kelebihan
131 Mulyani, Risiko dalam perbankan dan asuransi, http://risiko dalam
perbankan dan asuransi.blogspot.com risiko dalam perbankan dan asuransi.html di
kutip pada 19/05/2011.
132 Muhammad, Manajemen Bank Syariah, Yogyakarta : Unit Penerbit
dan Percetakan (UPP), 2005, hlm 358.
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likuiditasnya sehingga penilaian kredit menjadi kurang
cermat dalam mengantisipasi berbagai kemungkinan resiko
untuk usaha yang dibiayainya.133
c. Risiko Pasar
Resiko pasar adalah resiko kerugian yang dapat dialami
lembaga keuangan melalui portofolio yang dimilikinya
sebagai akibat pergerakan variabel pasar (adverse movement)
yang tidak menguntungkan. Variabel pasar yang dimaksud
adalah suku bunga (interest rate) dan nilai tukar (foreign
exchange rate).
Meskipun lembaga keuangan syariah tidak berurusan
dengan tingkat suku bunga, namun bagi Indonesia yang
menerapkan dual banking system resiko ini akan berpengaruh
secara tidak langsung yaitu pada pricing, mengingat nasabah
yang dijangkau oleh lembaga keuangan syariah bukan saja
nasabah-nasabah yang loyal secara penuh terhadap syariah,
tetapi juga nasabah-nasabah yang akan menempatkan
dananya ke tempat-tempat yang akan memberikan
keuntungan maksimal baginya tanpa memperhitungkan halal
atau haramnya
d. Risiko Operasional
Resiko operasional adalah resiko akibat kurangnya
(deficiencies) sistem informasi atau sistem pengawasan
internal yang akan menghasilkan kerugian yang tidak
133 Zainul Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta :
Pustaka Alvabet, 2005, hlm 60.
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diharapkan. Resiko ini mencakup kesalahan manusia (human
error), kegagalan sistem, dan ketidakcukupan prosedur dan
kontrol yang akan berpengaruh pada opersional bank.
e. Risiko Hukum
Resiko hukum adalah terkait dengan resiko lembaga
keuangan yang menanggung kerugian sebagai akibat adanya
tuntutan hukum, kelemahan dalam aspek legal atau yuridis.
Kelemahan ini diakibatkan antara lain oleh ketiadaan
peraturan perundang-undangan yang mendukung atau
kelemahan perikatan seperti tidak terpenuhinya syarat-syarat
syahnya kontrak dan pengikatan agunan yang tidak
sempurna.134
f. Risiko Reputasi
Resiko reputasi adalah resiko yang timbul akibat
adanya publikasi negatif yang terkait dengan kegiatan usaha
bank atau karena adanya persepsi negatif terhadap lembaga
keuangan. Hal-hal yang sangat berpengaruh pada reputasi
bank antara lain adalah; manajemen, pelayanan, ketaatan
pada aturan, kompetensi, fraud dan sebagainya.
D. Deskripsi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
1. Sejarah  Berdirinya BMT An-Nawawi
Pondok pesantren adalah bagian integral dari masyarakat
dan bangsa Indonesia, yang karena tekanan dari sisa-sisa
imperialisme maka keberadaan pondok pesantren dewasa ini
134Hendro Wibowo, Manajemen Risiko Bank Syariah ,
http://hndwibowo.blogspot.com/2008/06/ manajemen risiko bank syariah.html, di
kutip pada 20/05/2011.
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cenderung terpinggirkan. UU tentang Program kemandirian
yang akhir-akhir ini dicanangkan oleh pemerintah (UU No 25
Tahun 1999) hanyalah akan menjadi slogan yang tidak berarti,
manakala tidak diimbangi kemampuan yang cukup dalam sisi
ekonomi, tidak terkecuali bagi kalangan pondok pesantren.
Kalangan dunia usaha pada umumnya sepakat, bahwa
usaha menengah kecil adalah usaha yang tahan terhadap krisis
ekonomi yang melanda negeri ini. Keberadaan lembaga
keuangan konvensional dalam hal ini Bank Umum dengan
sistem bunganya, yang sementara ini dipercaya pemerintah
sebagai sumber dana investasi, di akui atau tidak saat ini masih
menjadi perdebatan yang tak kunjung usai karena berbagai
alasan, baik karena faktor Syar’i, sulitnya birokrasi atau aturan
administrasi yang berlaku dan cenderung kurang dapat dipahami
oleh masyarakat bawah. Ketidakmampuan menyediakan agunan
sebagai salah satu syarat mengajukan kredit perbankan
(Konvensional) pun menjadi suatu hal yang dilematis, justru
pada saat mereka (calon kreditur) sangat membutuhkan sedikit
kucuran dana untuk melanjutkan/mengembangkan usaha kecil
mereka.
Seiring dengan adanya perubahan nama Pondok
Pesantren dari Roudlotut Thullab ke An-Nawawi, maka sebagai
lembaga yang secara historis merupakan bagian yang tidak
terpisahkan, Kopontren Roudlotut Thullab mengajukan
permohonan perubahan nama dan mendapat persetujuan pada
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tanggal 31 Desember 1996 dan Badan Hukum baru dengan
No.12500a/BH/-PAD/KWK.11/XII/1996.135
Penyerahan Badan Hukum baru ini dilaksanakan pada
tanggal 6 Maret 1997 oleh Menkop RI, yang saat itu dijabat oleh
Bapak Soebiakto Tjakrawardaya, bersamaan dengan peresmian
operasional perdana Unit Usaha Baitul mâl Wat-Tamwil (BMT)
dan peresmian Gedung Pendidikan Pondok Pesantren An
Nawawi Berjan Purworejo.
Pada tataran sebagaimana disebutkan di atas, Pondok
Pesantren An-Nawawi Berjan Purworejo merasa perlu untuk
bersikap proaktif dengan mendirikan Koperasi dan menawarkan
solusi kegamangan Masyarakat (muslim) dalam menerima
lembaga keuangan konvensional dengan mendirikan lembaga
keuangan alternatif berpola syari’ah, yaitu BMT. Pendirian ini
melibatkan secara langsung tokoh-tokoh masyarakat dan
pesantren, baik dalam proses awal pendirian, monitoring
maupun evaluasi lebih lanjut yang diwujudkan dalam bentuk
penyerahan Simpanan Pokok Khusus Dewan Pendiri sebanyak
21 orang dan terkumpul modal awal sebesar Rp. 5.000.000,-
(Lima Juta Rupiah).136
2. Produk-produk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
Produk BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dapat
dibedakan atas dua :
a. Produk Simpanan
135 Buku Laporan Pertanggung Jawaban Koperasi PP. An-Nawawi
Berjan Purworejo Tutup Buku tahun 2014, Purworejo, 27 Maret 2015, hlm. 11.
136 Profil BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
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Suatu penggalangan dana yang digiatan oleh BMT An-
Nawawi Berjan Purworejo kepada masyarakat yang menjadi
anggotanya, dan dalam hal ini penabung mendapatkan
keuntungan dari simpanannya berdasarkan nisbah bagi hasil
diberikan setiap akhir bulan dengan melihat saldo rata-rata
(SRR) harian.
1) Simpanan Insani : Simpanan yang dapat ditambah dan
diambil sewaktu-waktu oleh penabung. Nisbah bagi hasil
untuk insane adalah 35%.
2) Simpanan Zamani : Merupakan simpanan berjangka, dimana
nasabah hanya dapat mengambil simpanannya setelah jatuh
tempo. Nisbah bagi hasil yang diberikan: 3 Bulan 40%, 6
Bulan 50%, dan 12 Bulan 60%. Pendapatan bagi hasil
didasarkan pada pendapatan Kantor BMT setiap bulannya
sehingga kadar keuntungan yang diberikan kepada nasabah
setiap bulan relative besar dan tidak selalu sama.
3) Simpanan Ziaroh:
Simpanan yang dapat diambil pada saat akan ikut ziaroh
dengan setoran awal Rp.25.000.000 nisbah bagi hasil sama
dengan simpanan hasil insani.
4) Simpanan Sihanum: Simpanan haji dan umrah yang dapat
diambil pada saat akan pelunasan haji, dengan setoran awal
Rp. 1.000.000 nisbah bagi hasil 60% - 40 %.
b. Produk Pembiayaan
1) Murabahah (MHR)
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Akad jual beli barang dengan pembayaran dan pelunasan
dilaksanakan setelah jatuh tempo. Adapun Bagi Hasil
keuntungan ditentukan secara Ridlo bi ridlo.
2) Mudharabah (MDR)
Pinjaman modal usaha, dimana BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo sebagai penyandang dana dari nasabah sebagai
pengelola dana tersebut (amil). Bagi hasil dibagi
berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak. Mudharabah
dapat dikembangkan ke dalam berbagai variasi simpanan,
seperti;
a) SIMASDESS (Simpanan Masyarakat Dengan Sistem
Syariah)
b) SINIAQUR (Simpanan Niatan Qurban)
c) SIZIHARAH (Simpanan Ziarah Haji dan Umrah)
d) SIKABAH (Simpanan Berjangka Mudharabah) dll.
3) Bai’bitsaman Ajil (BBA)
Akad jual beli barang atau investasi saham dimana
pengembalian dilaksanakan secara bertahap. Mark up
ditentukan sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
BMT An-Nawawi Berjan Purworejo yang merupakan
perpaduan antara Baitul mal dan Baitul Tanwil bergerak
dalam sektor simpan pinjam, sektor riil dan sektor sosial.
BMT An-Nawawi Berjan Purworejo  melihat bahwa di
kalangan pengusaha ekonomi menengah ke bawah
khususnya di Purworejo dan sekitarnya yang belum
tersentuh lembaga keuangan yang ada untuk
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mengembangkan usaha mereka agar lebih baik. Kondisi
inilah yang membuat BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
timbul gairah keislamannya untuk serta membantu dan
mengambangkan potensi tersebut dalam wujud simpanan
dan pembiayaan.
E. Aplikasi Pembiayaan Mudharabah dan Pengelolaan Risiko di
BMT An-Nawawi
1. Operasionalisasi Akad Pembiayaan Mudharabah
Operasionalisasi akad pembiayaan Mudharabah
dilaksanakan oleh BMT An-Nawawi Berjan Purworejo dengan
beberapa tahapan sebagaimana dijelaskan dalam formulir akad
pembiayaan Mudharabah antara lain sebagai berikut :
a. Perjanjian atau akad dilakukan kedua belah pihak, pihak
pertama BMT dilakukan oleh Manajer Pembiayaan dan
pihak kedua dilakukan oleh pemohon atau nasabah.
b. Pihak I telah setuju untuk memberikan pembiayaan
dengan akad Mudharabah kepada pihak II sebesar (sesuai
persetujuan).
c. Pihak II mengakui dengan sebenarnya telah menerima
amanah fasilitas pembiayaan sebesar (sesuai persetujuan)
dan berjanji akan sungguh-sungguh menjaga dan
mengembangkan secara optimal, serta sanggup
melaporkan hasil usaha dengan sebenar-benarnya kepada
BMT (pihak I) baik secara periodic maupun tenggang
waktu.
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d. Pihak II akan membayar lunas, penuh dan sebagaimana
mestinya jumlah angsuran pokok dan bagi hasil kepada
BMT (pihak I) sebagaimana system/cara jadwal
pembayaran yang telah disepakati.
e. Bahwa pembiayaan akan digunakan oleh pihak II hanya
untuk kepentingan yang telah disepakati bersama. Jika
fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk kepentingan
/usaha lain, maka harus mendapatkan persetujuan tertulis
dahulu dari BMT (pihak I).
f. Sebagai standar acuan bagi hasil yang diberikan, maka
BMT (pihak I) dan pihak II sepakat dan setuju membuat
proyeksi pendapatan yang dibagikan sesuai dengan yang
disepakati (missal 70% : 30%, 55% : 45%, 35 % : 65 %).
g. Proyeksi angsuran adalah sebagai berikut : Pokok + Bagi
hasil, BMT (pihak I) akan menanggung kerugian yang
timbul, kecuali yang disebabkan pelanggaran atas syarat-
syarat perjanjian.
h. BMT (pihak I) akan menerima dan mengakui kerugian
tersebut setelah menerima, menilai/menghitung kembali
dan menyampaikan hasil penilaiannya tertulis/lisan kepada
pihak II.
i. Pihak II wajib membayar administrasi secara tunai
sebelum perjanjian ditandatangani dan atau transaksi
dilakukan.
j. Dalam hal diperlukan Notaris, asuransi, materai dan jasa-
jasa lainnya   sehubungan dengan pelaksanaan perjanjian
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ini, maka segala biaya yang timbul tersebut harus
ditanggung dan dibayar tunai oleh pihak II.
k. Jika pihak II lalai dalam membayar apa yang harus
dibayarkan berdasarkan persetujuan ini, baik
pengembalian pokok pembiayaan maupun kewajiban-
kewajiban lain yang menjadi beban pihak II maka segala
ongkos penagihan, denda, harus dipikul dan dibayar oleh
pihak II.
l. Pada saat akad, prosentase nisbah bagi hasil ditentukan
setelah pihak   kedua melaporkan hasil usahanya.
m. Bahwa keuntungan (bagi hasil) dilakukan setelah pihak
kedua melaporkan hasil usahanya.
n. Bahwa pembiayaan akan digunakan oleh pihak kedua
hanya untuk kepentingan yang sudah ditentukan dalam
akad, jika fasilitas pembiayaan akan digunakan untuk
kepentingan lain, maka hasrus mendapatkan persetujuan
tertulis dahulu dari BMT.
o. Segala kerugian akibat kelalaian pihak kedua ditanggung
penuh oleh pihak kedua.
p. Setelah ditandatangani kedua belah pihak beserta para
saksi, pemohon menyerahkan jaminan dan menerima
uang. 137
2. Akad / Janji, Sistem Nisbah Bagi Hasil
137 Wawancara dengan Titik Aryanti, Manajer Pembiayaan BMT An-
Nawawi Purworejo, tanggal 8 Februari 2015
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a. Akad Apabila terjadi hal-hal dibawah ini (setiap kejadian
demikian), sebelum dan sesudah ini masing-masing secara
bersama-sama disebut sebagai “Peristiwa Cidera Janji”)
1) Kelalaian pihak II untuk melaksanakan kewajiban
menurut perjanjian ini untuk membayar kembali
angsuran pembiayaan dan kewajiban lain tepat pada
waktunya, dalam hal ini lewatnya waktu saja telah
member bukti yang cukup bahwa pihak II telah
melalaikan kewajibannya.
2) Jikalau pihak II melanggar dan atau tidak memenuhi
peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan dalam
perjanjian ini atau tidak dapat dipenuhi syarat-syarat
perjanjian ini serta ketentuan yang ditetapkan oleh
BMT baik surat-surat/dokumen-dokumen termasuk
jaminan yang diberikan.
3) Jikalau pihak II tidak menjalankan usaha dengan
sungguh-sungguh dan atau melanggar syarat dan atau
undang-undang serta hukum yang berlaku.
b. Sistem Bagi Hasil
Sistem bagi hasil yang dilakukan BMT An-Nawawi
Berjan Purworejo meliputi dua bagian yaitu :
1) Sistem bagi hasil pada pembiayaan mudharabah
BMT An-Nawawi Berjan Purworejo sebagai sahib
al mal memberikan dana kepada pengelola sebagai
mudharib untuk usaha, setelah melakukan usaha
mudharib melakukan laporan kepada pihak BMT yang
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dilakukan mingguan, bulanan tergantung usaha yang
dikelola, misal usaha pertanian kadang 3 bulan sekali
akan tetapi BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
member batasan setiap sebulan sekali, setelah
melaporkan hasil usaha dan dapat diketahui hasilnya
baru dibagi sesuai nisbah bagi hasil yang telah
disepakati di awal akad.
2) Sistem bagi hasil simpanan mudharabah
Pada sistem simpanan mudharabah ini BMT An-
Nawawi Berjan Purworejo sebagai mudharib, sedang
shahib al mal adalah deposan atau nasabah yang
melakukan penyimpanan di BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo pembagian keuntungan dilakukan setiap
bulan berdasarkan saldo minimal yang mengendap
selama periode tersebut.138
3. Prosedur Pembiayaan Mudharabah Di BMT An-Nawawi
Berjan.
Pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan
mengenal beberapa tata cara dalam pemberian pembiayaan, hal
ini dilakukan untuk meganalisa dan meminimalisir terjadinya
kredit macet di BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Mengingat
leanding adalah bagian dari resiko utama dalam suatu lembaga
keuangan.
138 Wawancara dengan Titik Ariyati, Manajer Pembiayaan BMT An-
Nawawi Purworejo, tanggal 8 Februari 2015
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Untuk memudahkan skema diatas maka berikut adalah
prosedur pembiayaan Mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo dengan alurnya:
a. Nasabah datang ke BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
dengan membawa kelengkapan yang mau diajukan
sebagai pembiayaan.
b. Wawancara dengan pihak BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo tentang kesungguh-sungguhan atau motifasi
dari nasabah.
c. Mengisi formulir yang telah disediakan oleh pihak BMT
An- Nawawi Berjan Purworejo.
d. Survey dari pihak BMT An-Nawawi Berjan Purworejo ke
tempat nasabah.
e. Mancari data reputasi nasabah lewat para tetangga
nasabah.
f. Dari pihak Account Officer mengirimkan memo kepada
manajer tentang data-data nasabah yang sudah falid untuk
mengadaka rapat komite untuk mempertimbangkan
pembiayaan yang diajukan oleh mitra pembiayaan. Ketika
ada mitra mengajukan pembiayaan dengan akad
mudharabah, maka pihak BMT harus jeli dalam
menganalisa pembiayaan mudharabah tersebut.
4. Pengendalian dan Penanganan Resiko Pembiayaan
Mudharabah.
Sebagai lembaga keuangan, dan seiring dengan situasi
lingkungan eksternal dan internal BMT An-Nawawi Berjan
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mengalami perkembangan yang pesat, BMT akan selalu
berhadapan dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat
kompleksitas yang beragam dan melekat pada kegiatan
usahanya.
Resiko-resiko dalam pembiayaan Mudharabah dapat
dihindari, tetapi dapat dikelola dan dikendalikan. Oleh karena
itu BMT An-Nawawi memerlukan serangkaian prosedur dan
metodologi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi,
mengukur, memantau, dan mengendalikan resiko yang timbul.
Dalam pelaksanaannya, proses identifikasi, pengukuran,
pemantauan, dan pengendali resiko memperhatikan hal-hal
sebagai berikut :
a. Pemetaan Resiko Bisnis. BMT  mengembangkan pemetaan
resiko usaha(business risk mapping) untuk mengidentifikasi
resiko utama yang mengancam BMT. Alat ini membantu
BMT untuk mengetahui dan menentukan tempat dimana
resiko berada. Manajemen harus mengkuantifikasi magnitude
dari resiko dan mengukur potensi dampaknya. Ada beberapa
cara yang umum dilakukan, yaitu:
1) Membuat daftar berbagai resiko yang ada, dengan
mengelompokkannya ke dalam sebuah kuadran
tergantung tinggi-rendahnya tingkat kemungkinan
terjadi, dan dapat berdampak kepada rugi yang besar atau
kecil.
2) Membuat peta yang menyajikan kajian perbandingan
antara Resiko  kredit, Resiko Pasar, Resiko Likuiditas,
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dan Resiko Operasional yang dihadapi LKS. Dengan
membandingkan resiko pada sebuah matriks antara
dampak dan frekuensinya, manajemen akan dapat
melihat gambaran menyeluruh dari semua resiko berikut
keterkaitannya satu sama lain. Beberapa sumber
informasi awal dapat diperoleh dari:
a) Environmental scan yaitu sumber informasi untuk
mengevaluasi politik, ekonomi, sosial, budaya,
hokum, dan lain sebagainya.
b) Dokumen keuangan seperti proyeksi anggaran
(RKAP), laporan keuangan, dan dokumen-dokumen
keuangan lain sebagai sumber informasi awal untuk
melakukan analisis.
c) Dokumen legal seperti kontrak-kontrak, ketentuan
hokum dan peraturan yang ada hubungannya dengan
kegiatan usaha sebagai sumber yang penting untuk
dikaji.
d) Hasil inspeksi di lapangan (on-site inspection) seperti
hasil pemeriksaan yang dilakukan SKAI, merupakan
sumber informasi yang sangat baik, dan bahkan
sebagaim fitur berkala dari proses Manajemen Resiko
yang berkelanjutan.
e) Hasil Wawancara, seperti hasil penilaian kinerja
pegawai atau wawancara langsung dengan para
pegawai.
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f) Analisis statistic seperti perkembangan kualitas aktiva
produktif (KAP), tren komposisi simpanan dana pihak
ketiga (DPK), tingkat dan tren kegagalan system,
kerugian yang terjadi, dan sumber Resiko Operasional
lainnya. Data seperti ini biasanya tersedia secara
internal.
g) Benchmarking/best practices, alat Manajemen Resiko
yang juga dapat digunakan untuk mengidentifikasi
dan mengukur tindak pengendalian resiko.
h) Jasa konsultasi yang memahami Resiko dan
merupakan sumber informasi mengenai klasifikasi
Resiko.
b. Alat Modeling. Alat modeling ini akan memudahkan para
manajer untuk mengelola ketidakpastian. Analisis scenario
dan model proyeksi merupakan model yang paling sering
digunakan. Beberapa contoh diantaranya adalah:
1) Pemakaian analisis skenario untuk melihat rentang
kemungkinan dan mempertimbangkan perubahan yang
mungkin terabaikan. Skenario ini dapat diterapkan dalam
menyiapkan contingency plan (untuk likuiditas maupun
EDP).
2) Menggunakan analisis statistik dan teknik Value at Risk
(VaR) untuk mengestimasi variasi kerugian yang
mungkin terjadi di masa datang. Potensi rugi ini
diproyeksikan kedalam arus kas yang akan datang atau
laba, termasuk dalam analisis sensivitas, stress testing
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(sebagai pelengkap pengukuran resiko suku bungs untuk
melihat dampak terburuk), dan berbagai simulasi lain.
3) Model keuangan untuk mensimulasi berbagai Resiko
keuangan dn dampak dari berbagai scenario pada
portofolio kredit dan modal.
4) Mengantisipasi bencana yang akan mengganggu
kelangsungan usaha, misalnya karena kelalaian atau
bencana alam, system pengolahan data tidak berfungsi.
Back-up data dan latihan (drill) menghadapi keadan
darurat secara berkala akan dapat mengantisipasi apabila
hal tersebut terjadi.
5) Menilai Resiko teknis selama pembangunan produk baru
dengan cara mengidentifikasi sedini mungkin potensi
adanya kesalahan dalam proses pembangunmannya.
c. Teknik mengidentifikasi dan menilai resiko. Kelompok
teknik ini akan membantu Manajemen dalam hal menetapkan
focus/memberikan perhatian dan mengakomodasi seluruh
kegiatan pengelolaan Resiko. Beberapa diantaranya yang
lazim digunakan adalah:
1) Brainstorming groups. Pejabat atau pegawai dari
berbagai Satuan Kerja berkumpul untuk mendiskusikan
atau menyatakan pendapat (brainstorm) atas sebuah atau
beberapa isu.
2) Workshop. BMT sebaiknya mulai memfasilitasi
workshop yang focus pada Resiko yang akn menolonh
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pegawai untuk menetapkan dan memprioritaskan tujuan,
mengidentifikasikan, dan menilkai Resiko.
3) Questionnaires. Satuan Kerja Operasional diperlengkapi
dengan kuesioner yang berisi tujuan dan resiko yang
mungkin timbul.
4) Self-assessment. Para manajer melakukan self-
assessmant, dengan bantuan dari SKAI, Divisi Keuangan
dan control, atau dari akuntan luar.
5) Filters. Resiko dikaji terhadap beberapa filter seperti
dampak yang tidak besar, Resiko yang terkaendali,
rendahnya tingkat kemungkinan terjadi, dan lain-lain.
6) Assessment matrix. Matrik ini mencangkup seperangkat
pertanyaan yang meliputi elemem-elemen dari
Manajemen Resiko dan pengendalian intern.Termasuk
didalamnya, best practices.
7) Risk identification templates. Satuan Kerja mendapatkan
template yang akan membimbing mereka untuk
mengidentifikasi dan mengkaji Resiko mulai saat mereka
merencanakan dan menjalankan proses.
8) “Bottom up” risk assessments.Satuan Kerja
mengidentifikasi dan menilai Resiko.Hasilnya
diakumulasi di tingkat pusat.
9) Value at Risk (VaR) model and worst case model. Model
ini digunakan untuk menilai Resiko dengan cara
mengestimasi potensi rugi terhadap nilai sebuah posisi
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atau portofolio dalam satu jangka waktu tertentu
berdasarkan factor-faktor yang ada di pasar.
10) Prioritizing risks. Resiko akan ditempatkan atau diatasi
berdasarkan jenjang (rank) masing-masing.
d. Peran Internet/Intranet. Pemakaian Internet/Intranet semakin
meningkat dalam mengelola Resiko. Alat ini digunakan
untuk mempromosikan kewaspadaan dan pengelolaan
Resiko, untuk mendapatkan informasi mengenai Resiko
untuk area tertentu, berkomunikasi dengan pegawai, berbagai
informasi mengenai Manajemen Resiko dengan LKS lain,
dan mengkomunikasikan tujuan Manajemen Resiko BMT
kepada publik. Identifikasi masalah jika terjadi kerugian.
1) Pemilik modal/LKS dengan si pengelola/mudharib
mencari jalan keluar (rembuk) bagaimana sipengelola
bisa mengembalikan modal yang sudah ditanamkan oleh
si pemilik modal.
2) Kalau tidak mendapatkan kesepakatan dan sipengelola
tidak mendapatkan bagaimana jalan keluar untuk
mengembalikan modal yang sudah hilang maka sebagai
alternatif terakhir adalah jaminan dari si pengelolah.
3) Dalam sistem Mudharabah jaminan bukanlan alternatif
yang pertama, tetapi jaminan adalah alternatif terakhir.
5. Pengelolaan manajemen Resiko Pada Produk Mudharabah
BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu resiko besar
yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum, bank
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syariah maupun pada BMT sekalipun tidak dapat terhindar dari
resiko pembiayaan bermasalah. Dalam Islam salah satu cara
penyelesaian tertuang dalam Qs. Al – Baqarah : 280.
Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran,
Maka berilah tangguh sampai Dia berkelapangan. dan
menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik
bagimu, jika kamu mengetahui.(Qs. Al-Baqarah[2] : 280)139
Melihat ayat di atas bahwasannya orang yang mengalami
kesusahan untuk melunasi hutangnya maka berilah tangguh waktu
kepadanya sampai ia mampu untuk melunasi hutang tersebut.
Islam dalam menyelesaikan masalah hutang mengedepankan
aspek musyawarah ataupun negosiasi hal ini untuk
menghindarkan perselisihan yang akan timbul oleh masalah
tersebut dan membuat kerukunan diantara umat manusia.
BMT An- Nawawi Berjan Purworejo memiliki kebijakan
yang mengatur tata cara penyelesaian pembiayaan bermasalah
minimal mencakup apabila jumlah seluruh pembiayaan yang
kualitasnya tergolong bermasalah dan telah berusaha mencapai
persentase tertentu dari pembiayaan secara keseluruhan, maka
wajib: membuat laporan pembiayaan bermasalah secara tertulis,
membuat satuan kerja/kelompok/tim kerja penyelesaian
pembiayaan bermasalah, menyusun program penyelesaian
pembiayaan bermasalah, mengevaluasi efektivitas program
penyelesaian pembiayaan bermasalah.
139 Depertemen Agama, Al-Qur’an dan Terjemahnya. (Jakarta: Menteri
Agama, 2008), hlm. 931.
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a. Faktor-faktor yang mempengaruhi resiko mudharabah :
1) Faktor internal yaitu faktor yang timbul dari dalam BMT
An-Nawawi Berjan Purworejo antara lain disebabkan
oleh faktor-faktor dibawah ini:
a) Ketidak hati-hatian pihak BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo dalam memberikan penyaluran kredit. Ini
disebabkan SDM yang ada terlalu terpaku pada target
yang di bebabankan kepada mereka ketimbang
melihat untuk apa kredit itu di berikan kepada
nasabah.
b) Lemahnya sistem informasi pembiayaan serta sistem
pengawasan administrasi pembiayaan. Ini juga
disebabkan lemahnya SDM yang ada, mereka hanya
mengetahui tugas mereka tapi tidak tahu resiko yang
akan terjadi apabila SOP tidak dilaksanakn dengan
benar.
c) Pengikat jaminan yang kurang sempurna (collateral).
Pada dasarnya pada akad mudharabah tidak
diwajibkan sebuah jaminan, tapi dengan keadaan
masyarakat yang sekarang ini jaminan jadi wajib,
dengan ketentuan ini dari pihak BMT An-Nawawi
Berjan Purworejo harus jeli dalam menerima jaminan
dari nasabah.
d) Penyaluran yang kurang jelas untuk usaha apa
pembiayaan tersebut. Dengan keadaan ekonomi dan
masyarakat yang ada sekarang ini, banyak nasabah
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yang membutuhkan pembiayaan padahal pembiayaan
yang disalurkan untuk mudharabah hanyalah
pembiayaan yang produktif bukan konsumtif. Pihak
BMT harus benar-benar selektif dan cermat dalam
penyaluran pembiayaan.
2) Faktor eksternal yaitu faktor yang timbul dari luar
BMT An-Nawawi Berjan Purworejo. Antara lain
disebabkan oleh faktor-faktor dibawah ini:
a) Karakter nasabah yang kurang bagus kalau diberi
amanat. Dari pihak BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo harus cermat dalam mencari data
reputasi nasabah apakah nasabah itu baik atau
buruk, karena kalu tidak cermat akan
menyebabkan kredit macet.
b) Kapasitas nasabah tersebut tidak mampu
membayar angsuran pembiayaan Tersebut.
Dengan melihat data-data yang telah diisi oleh
nasabah dan dengan survey dari pihak BMT pasti
akan kelihatan kemampuan dari nasabah,
mungkin kalau nasabah keberatan dengan
angsuran kita bisa perpanjang jangka waktu
angsuranya.
c) Krisis Ekonomi, Krisis ekonomi dalam sebuah
Negara akan berdampak pada semua aspek
ekonomi yang ada dalam Negara itu, dan secara
153An-Nawa, Jurnal Hukum Islam, Vol XXII-Januari-Juni 2018
tidak langsung akan berpengaruh pada kredit yang
diberikan kepada nasabah.
d) Kondisi Lingkungan. Faktor lingkungan disini
sangat berperan aktif dalam sebuah pembiayaan,
contoh apabila nasabah dari lingkungan yang
kurang baik maka kemungkinan kecil nasabah itu
juga kurang baik, dan untuk kelngsungan sebuah
usaha di tempat yang kurang baik ke depanya
usaha itu juga kurang prospektif.
e) Bencana Alam. Bencana alam disini adalah diluar
kemampuan dari manusia, manusia hanya bisa
berikhtiar dan hanya Allah SWT yang maha
memberi dan mengetahui. Sebagai lembaga
intermediacy dan seiring dengan situasi
lingkungan eksternal dan internal BMT An-
Nawawi Berjan Purworejo yang mengalami
perkembangan yang pesat, BMT An-Nawawi
Berjan Purworejo pada umumnya dan perbakan
syari’ah pada khususnya akan selalu berhadapan
dengan berbagai jenis resiko dengan tingkat
kompleksitas yang beragam dan melekat pada
kegiatan usahanya. Resiko-resiko tersebut tidak
dapat dihindari, tetapi dapat dikelola dan
dikendalikan. Oleh karena itu BMT An-Nawawi
Berjan Purworejo memerlukan serangkaian
prosedur dan metodologi yang dapat digunakan
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untuk mengidentifikasi, mengukur, memantau,
dan mengendalikan resiko yang timbul dari
kegiatan usahanya.
6. Ketentuan jaminan pembiayaan mudharabah dalam mengurang
resiko.
a. Analisis barang jaminan barang bergerak
Sebagai mana barang bergerak yang telah dimaksud
diatas adalah barang yang bisa berpindah tempat berupa
kendaraan bermotor. Barang bergerak yang memenuhi
syarat jaminan diperhitungkan sekurang-kurangnya adalah
dari tahun pengajuan dikurangi 10 tahun yang akan
datang, Hal ini berdasarkan prospek usaha yang
dikembangkan oleh mitra pembiayaan dan pihak
perbankan juga akan menilai track record mitra
pembiayaan. Adapun syarat yang harus terpenuhi ketika
jaminan tersebut berupa barang bergerak adalah sebagai
berikut:
1) Memiliki BPKB atas nama sendiri adalah syarat utama
guna memenuhi jaminan pembiayaan, namun apabila
BPKB atas nama orang lain, maka BPKB atas nama
tersebut harus bersedia hadir pada saat akad dan
memberi keterangan bersedia bertanggung jawab ketika
terjadinya kredit macet.
2) STNK. Adalah surat tanda nomor kendaraan yang
masih berlaku dan aktif, atau tidak bersangkutan atas
keterlambatan pembayaran pajak kendaraan.
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3) Faktur. Faktur adalah ketika kendaraan tersebut masih
atas nama orang lain akan tetapi barang tersebut teleh
dibeli oleh nasabah pembiayaan maka harus ada sliip
faktur pembayaran atau kwitansi yang dilengkapi
tandatangan yang dibubuhi materai.
4) Cek Fisik. Cek fisik adalah menyesuaikan keaslian
kendaraan tersebut dengan cara mengecek nomor mesin
pada BPKB, nomor mesin pada STNK, menggesek
pada nomor rangka chasis, dan nomer pada mesin.
5) Kondisi barang tidak cacat. Yang dimaksud kondisi
barang tidak cacat adalah kondisi barang tersebut sesuai
dengan standar produksi, tidak rusak, dan masih layak
untuk digunakan.
b. Analisis barang jaminan Barang tidak bergerak.
Barang tidak bergerak yang dimaksud diatas adalah
barang yang tidak mampu berpindah tempat, misalkan
tanah dan bangunan. Untuk kategori tanah sendiri, ada
tanah yang produktif atau prospektif. Tanah produktif
contohnya adalah sawah atau lading yang bias
menghasilkan keuntungan, tanah yang prospektif adalah
tanah yang ke depanya prospek untuk suatu usaha atau
prospek untuk investasi. Kriteria tanah yang bisa dijadikan
jaminan untuk pembiayaan Mudharabah di BMT An-
Nawawi adalah sebagai berikut:
1) Tanah tersebut berstatus SHM (Sertifikat Hak Milik).
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2) SHM atas nama sendiri bila SHM atas nama orang
lain harus ada surat keterangan dari pemilik, yang
isinya kurang lebih membolehkan untuk menjaminkan
sertifikat tanahnya untuk pembiayaan yang diajukan
oleh kuasa, maka pemilik sertifikat atas nama tersebut
harus bersedia hadir pada saat akad dan memberi
keterangan bahwa atas nama tersebut bersedia
bertanggung jawab ketika terjadinya kredit macet.
3) Harus ada SPPT.140
4) Tanah yang dijadikan jaminan bukan tanah sengketa.
7. Cara Menganalisa Jaminan Pembiayaan Mudharabah
a. Jaminan Barang Bergerak : Mencari informasi harga
barang yang dijaminkan berupa harga beli dan harga jual,
Memperhitungkan nilai penyusutan selama penyelesaian
tangguhan, Memperhitungkan plafond pembiayaan
dibanding harga nilai jual selama masa penyusutan, yaitu
maksimal 50% dari harga jual.
b. Barang tidak bergerak : menghitung luas tanah, mencari
informasi harga tanah di daerah setempat dari beberapa
responden, mencari informasi akurat harga tanah melalui
aparat desa setempat, mengukur luas bangunan yang
140 Parju, Modul Perpajakan, Fakultas Syariah IAIN Walisongo
Semarang, 2011, hlm. 59
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berdiri diatas tanah jaminan, menafsirkan harga bangunan
yang berdiri diatas tanah jaminan tersebut.
c. Cara mempertimbangkan pembiayaan.
1) Merapatkan melalui komite, komite yang hadir
diantaranya adalah komisaris, direktur, account
officer, kepala kantor kas, administrasi pembiayaan
kantor kas.
2) Memperhitungkan pembiayaan yaitu menafsirkan
harga jual barang jaminan, pemberian pembiayaan
maksimal 70% dari nilai jual harga barang jaminan,
mempertimbangkan kapasitas pembayaran nasabah
pembiayaan, membaca karakter nasabah pembiayaan
dengan cara mencari informasi dari warga sekitar,
melihat perjalanan usaha melalui pembukuan
perusahaan yang mengajukan pembiayaan, melihat
track record nasabah pembiayaan jika nasabah
tersebut merupakan mitra lama. Hal yang harus
dilakukan oleh manajemen ketika pembiayaan sudah
diberikan adalah mengawasi secara berkala berjalanya
usaha tersebut, hal ini dilakukan dengan tujuan
meminimalisir resiko penyelewengan profit dari hasil
usaha tersebut.
8. Analisis Pembiayaan mudharabah di BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo
Untuk mengurangi resiko dalam pengajuan pembiayaan
mudharabah, BMT An-Nawawi Berjan Purworejo
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memberlakukan sebuah jaminan untuk mengikat sebuah
perjanjian dengan nasabah. Adapun maksud dan tujuan
penguasaan/pengikatan jaminan adalah sebagai berikut :
a. Dari prosedur pembiayaan.
1) Kurangnya adalah begitu mudahnya calon nasabah
mengajukan pembiayaan mudharabah, padahal
kenyataan yang ada sekarang ini bukanya pembiayaan
itu digunakan untuk produktif tapi konsumtif, dengan
adanya kenyataan ini pula memungkinkan terjadinya
resiko atau kredit macet.
2) Di lihat dari sisi lebih atau positifnya: apabila semua
BMT yang ada di Negara ini memberikan pembiayaan
mudharabah dengan prosedur yang sangat mudah akan
membantu masyarakat untuk meningkatakan ekonomi
dari nasabah itu.
b. Jika dilihat dari sisi jaminan adalah.
1) Guna memberikan hak dan kekuasaan pada bank untuk
mendapatkan pelunasan dengan jaminan tersebut ketika
nasabah bercedera janji (wanprestasi).
2) Menjamin agar nasabah berperan aktif dan atau turut
serta dalam transaksi yang dibiayai sehingga dengan
demikian kemungkinan nasabah untuk meninggalkan
usaha atau proyeknya dengan merugikan diri sendiri
atau perusahaannya dapat dicegah atau minimal
kemungkinan untuk berbuat demikian diperkecil.
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3) Memberi dorongan kepada nasabah untuk memenuhi
akad pembiayaan, khususnya mengenai pembayaran
kembali (pelunasan) sesuai syarat-syarat yang telah
disetujui, agar nasabah tidak kehilangan kekayaan yang
telah dijaminkan pada bank.
F. Penutup
Mudharabah adalah kerjasama antara pemilik dana atau
penanam modal (shahib al-mal/rabb al-mal/investor) dengan
pengelola modal (mudharib) untuk melakukan usaha tertentu
dengan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah. Dalam Islam,
bentuk kerjasama ini dibolehkan berdasarkan dalil hukum dalam
Al Quran dan Sunnah. Fuqaha Madinah, menyebut mudharabah
dengan istilah muqaradhah atau qiradh. Beberapa hal yang
penting dalam kerjasama mudharabah adalah:  Pembagian
keuntungan di antara dua pihak tentu saja harus secara
proporsional dan tidak dapat memberikan keuntungan sekaligus
atau yang pasti kepada rabb al-mal (pemilik modal), Rabb al-mal
tidak bertanggungjawab atas kerugian-kerugian di luar modal
yang telah diberikannya, Mudharib (mitra kerja) tidak turut
menanggung kerugian kecuali kerugian waktu dan tenaganya
Kedudukan jaminan dalam mudharabah adalah berbeda dengan
jaminan di dalam hutang piutang sebagaimana yang ada pada
perbankan konvensional. Yaitu bukan sebagai penjamin atas
utang piutang tetapi berkedudukan sebagai penjamin agar pelaku
usaha tidak melanggar perjanjian yang telah disepakati. Oleh
karena itu jika pelaku usaha menderita kerugian yang murni
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bersifat ekonomis dan tidak ada pelanggaran perjanjian, maka
jaminan tidak dapat disita untuk mengembalikan semua
pembiayaan.
Di dalam proses melakuakan pembiayaan mudharabah
terdapat resiko-risiko yang harus ditangani oleh BMT AN-
Nawawi Berjan Purworejo diantaranya adalah bussines risk,
unusual bussines risk, disaster risk. Padahal BMT An-Nawawi
Berjan Purworejo produk mudharabah adalah produk unggulan,
hal ini dapat diatasi dengan jalan menentukan syarat-syarat
tertentu yang harus dipenuhi oleh nasabah sebagai pengelola dana
mudharabah. Pembiayaan bermasalah merupakan salah satu risiko
besar yang ada di setiap dunia perbankan baik pada bank umum,
bank syariah maupun pada BMT sekalipun tidak dapat terhindar
dari risiko pembiayaan bermasalah. BMT An-Nawawi Berjan
Purworejo tetap bisa mampu meyelesaikan masalah.
Kerja sama, baik dalam Mudharabah adalah sesuatu yang
sangat dianjurkan dalam Islam agar kita dapat saling membantu
dalam menanggung risiko usaha tentu yang sesuai dengan syariah.
Mudharabah yang termasuk salah satu jenis Kerjasama, yang saat
ini memiliki banyak kendala dalam perkembangannya sehingga
shahibul mal/bank enggan memakai skema kontrak ini.
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